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TENTANG
CARA PENYALURAN DAN ALOKASI PENGGUNAAN
CHNY 151 -1.A'I\ PENFERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
‘ i KABUPATEN PONTIANAK KEPADA PEMERINTAH DESA

EY L T YE TR \’A(\I\f

FTAHUN ANGGARANZ

BUPATI PONTIANAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2,3 dan Pasal 4 Peraturan Dacrah
Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pc’pmmh'm Penerimaan Hasil T)przdapqtm
Dacrah Berupa Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaien
Pontianak, Pajak Daerah dan Retribusi Daemh kcpada Pemerintah Desa. maka
Pemeriniah I\aoapmeﬁ perm untuk mengatokasikan Dana Penyisihan Pajak
Bumi Dan Bangunan kepada Desa;

bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, periu mengatur tentang
Tatacara Penvaluran dan Alokasi Pengounaan Dana Penvisihan Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak I\q)aua
Pemerintah Desa Tahun r\ﬂggdl an 2006 (lCI]gﬂﬂ Peraturan lﬁllp.h! Pontian ﬂl\,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penciapan Undang-Undang
Darrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 i

- N

Katimanian  (Lembaran Negara Tahun 1933 Nomor Nomor 9, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

rner NTmcnen AN ndare 10NN,
b INvdlb a ANOLIUL 1 OLV ),

Lombai
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi  dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomer 68 Tambahan I embaran Negara
Nomor 3312) schagattuana telan diutah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

~ A

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pcmbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor SR, Tambahan
Lembaran mc‘mam NOIo 4389};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenfang Pemerintaban Dacrah
(Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) seimgannmm telalt  divban  dengan Poratwan Pernerintal
Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2003 (Iombaran Negara Tahun
2005 Nomor 3R !mnbal\.l_m Lembaran Neoarn Nomaor 4493) vano  telah

ditetaphan dengan Undang - Undang Nomor 8 Taliin 2(3(35 {(Letnbaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

T
Jaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
1

antara Pemerintah Pusat dj!

1
126, Tambahan Lembaran Negar
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Jiasti Pajak
- Bumi dan RBanemnan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah

2§ PP N, \Y

( Lembaran Negara Tatun 2000 Nomor 36 );

PR

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  tentang  Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

-~

..... o y RS, Ny S PP T . AT o aan .
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

el

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(T emhamn Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomori 4578);

—d
<

Peraturan Pemerintahh Nomor 72 Tahun 2003 tentang Desa {LLembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan T.embaran Negara Nomor 4588);

11. Peraturan  Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44);

12. Peraturan  Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Taihun 2001 tentang
Anggaran Pendapatan dan Relanja Desa  (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 45,

—r
(V]

Peraturan Daerahh Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2003 tentang
Penvisihan Penerimaan Hasil Pendapatan Daerah Rerupa Pajak Bumi dan
Bangunan Bagian Kabupaten Pontianak, Pajak Daerah  dan Retribusi Dacrab
Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 06 Seri B
Nomor 01

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pembentikan dan Susunan Oroamanm Perangkat Daerah Kabupaten P¢ wntianak
(Lemibaran Dacrah Talwun 2005 Nonior 02 Seri D Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 20035 tentang
Anggaran Pendapatan dan RBelania Daerah Kabupaten Pontianak Tahun

T—ad
ih

[

Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nowor 15 Seri A Nomor 04).

b .11~r

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENYALURAN
DAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENYISIHAN D] NERIMAAN PATAK

BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAR KABUPATEN PONTIANAK

TrTTy AT A DT
Iy

EMIRINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 20006

Pasai 1
(1) Pemeriniah Kabupaten Pontianak menyisithkan hasii Penerimaan Pajak Bt dan Bangunan kepada
Pemerintah Desa .
(2) Penyisihan Penerimaan  sebagaitmana dunaksud avat 1 difctap}\‘zm dalam Anggaran Pendapaian dan
Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Bidang Belanja dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan
Ragian Kabupaten Pontianak Kode Rekening 2.01.0003.4 4.03.2 Talun Angoaran 2000,



Pasal 2
(1) Tata cara i’cnvaiuran dan 1lokasi hen cunaan dana sebagaimana dimaksud Dasal 1 diatur
o) =

T

(2) x,,ampu an i ud“ul an bt:[)dgdlllldnd dnnaksud a_\/dt (h) nmupakﬂn bagtan yvang tidak ferpisahikan dari
Peraturan ini.

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati  Pontianak Nomor 28 Tahun 2003
tentang Tata Cara Penvaluran dan Alokagi Pengounaan Dana Penvisithan Pajak Bumi dan RBangnnan
Dd}z,hm Pemerintah r\auup«uun Pontianak I Kepada Pemetintah Desa Tahun Anggaran 2005 dinyatakan
ll(lﬂ l\ DC‘I lahu

asal 4

Peraturan Bupati ini muiai beriaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di  Mempawah
pada tanggal 19 September 2006

Diundangkan di Mempawah

ada 1angqal .19..../.99. ... A00¢
';EKRETA?Q?SQDAERAH BUPATEN PONTIANAK

\

BERITA DAERAH KABUPATEN POﬂTlANéK YOMOR !
TAHUN. 2206, .NOMOR... 2. SERL..2.....
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PAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK

A

NOMOR . 24 TAHUN 2006
TANGGAL 19 SEPTEMAER 2006
.

=t .

ENTANG  © TATA  CARA  PENYALURAN  DANA  AT6AS
PENGGUNAAN DANA PENYISITIAN PENIRIMA AN PAIAK
BUMI  DAN  BANGUNAN  BAGIAN  PEMERINTAH
KABUPATEN PONTIANAK KEPADA PEMICRINTAL DESA
TAHUN ANGGARAN 2006

UMUM

Dalam rangka menunjang kelancaran pepyvelengaaraan p:'.rm‘s'mt.'ah;m. poembansunan dan

pembinaan kemasvarakatan, pemerintal desa memerlukan dokungan dana el Domwsintsh

y ngar
Kabupaten sebacar suimber pendapatan dan penerimaan desa. ‘imm\ metienitn maksud fersebud
Pemertmtah Kobupaten Pontianak memberikan dan menvedialan bantuan boruna dana vapg heracad
-

dars ‘.unmthnn nn ak bhumi dan bangunan (PRI b ,n“.,m Pemevintah ‘r\.,h‘.m,.iu. Domtianak ,‘._;\1;7.‘)&»...

Peomerintait Desa.

Alokasi penggunaan dana ﬁm'i P nmnnn PBB dimaksud dengan mempertimbanoikan
{ ; taha

n nch Lsan

aan peimbagian

TATA CARA PENYAILURAN DANA

1. Penvaluran dana kepada Pemernintah Desa dilakukan langsung ke desa masing - maging,
Dengan  mempertimbangkan  cfesienst  dan  efektivitas  khusnsnva  dalam Tanca

R =

pelaksanaan penvaluran dana dan laporan pertanggung jawaban Keuangan. tnaka penverahan
dana kepada desa dilakukan melaiui Camai. Penverahan dana oieh tim Kabupaten kepada

Camat de ngan mmmmnmL,m tanda torima bom upa kwitanst, Kemudian Camat .Qi_,j\_‘gi;_pl‘th
dana dunaksud secara langsung kepada Kepala Desa. sclanuinva Kepala Desa menverahkao

dana tersebut i\(»pd(id vang berhak mcm.nnmn)ﬂ.

2. Alokasi dana nenvisihan penerimaan paisk bumi dan baonounan hagian Pomerintaly Falmpaton

| 5 J SR TR PP R 5 WINPT S IS S P LT T o0 kY [ R A ST e BY LM PEEET Y
romianak Kopada remerimnin LJesa Ulﬂld*lll\l\di] Aataty Adpouian Fenddapatan dan PRrOidllid f1end

{APBID) oleh Pemerintah Desa vang bersangkutan pada pos penerimaan. pemberian banitian

dart Pemerintah Kabo wpaten,

ALORKAS PENGGUNAAN DANA
Alokasi seiuruh dana penerimaan dari penvisihan P'Z'% T‘agian Pemerintah Kabupaten Pontianak
copada Pemerintah Dosal selanjuty va a diatur so hnon hershnt

DA IR RSN 44

a. iﬁumg besar 39,97% dan nai sasi seluruh dana |)m1cmnddu penvisihian P

B bagian Pemeriia
Kabupaten kepada Pemertniah Desa dialokasikan untuk tunjangan insentif sebanvak 601 fenam

rams satn) Kepala Dnsun vang d ! MEL SeCArD MOerata

3y

0. Paling besar 17,07% dart reatisasi seturuh dana penernmaan penvisiban PBB dialokastkan uniuk
insenfif sebanvak 166 Kepala iDcsa vang dibagi secara merata.

¢. DPaling beear 8,249, dart realisast seluruh dana n&ncum,mn nonvisihan PRN bt b G e
wmsentif schatnvak 166 l')cndalmnawan Desa vang dibaoi sooao snoain,
d. Paling besar 22% dari realisasi selurmhy dana posormann neos sodin PRI AT el e s

pencrima:m kas decy v dinng oo profosion ;?. O N S TR

Vit
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¢. Paling besar 3,13% dart reaiisast sefurth dana poinctimaan peny st v bt o i
honor Tim Pembinaan Dan Monitoring Kabupaten,

Paling besar 3,4% dari realisasi selurult dana penerimaan penvisthan P33 disiobasiRan uniuk
insentif Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku pembina iesa.

g. Paling besar 1,24% dari realisasi selurnh dana penerimaan penyisthan PRI dislokasil !
g g : ! A

als A8Inan Untuy
biava Adininistrasi dan makan minurm.

h. Paling besar 3,73% dari realisasi seiuruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan untuk
Riava Operasional dan keporhian pengendalian penyaluran dana dilapangan,

PERTANGGUNG JAWABAN

i. Dana Penvisihan Pi3B vang diserahkan oieh Tim Kabupaten Pontianak kepada Camat dengan
bukti penerimaan berupa knitansi dan format 1.

s

Camat wajib menverahkan dana dimaksud kepada Kepaia Desa, untuk selanjutnya oich Kepaia
Desa disampaikan kepada vang berhak menerimanya menggunakan format 2. Sctelah dana
diserahikan kepada vang berhak tnenerimanya Kepala Desa harus menvampaikan taporan
pertanggung jawaban penvaluran dana sebagaimana format 2 dimaksud kepada Camat untuk
selanjuinya Camat mencruskan kepada Bupati Pontianak oq. Kabag Pemdes dan Pemberdayaan

~ PR

Masvarakat paling lambat tanggal 10 bulan berikuinva.

LAIN-LAIN.

Rincian besarnya alokasi dan penggunaan dana ditetapkan lebih lanjut dengan menyesuaikan
realisasi penerimaan Penyisihan PBR Ragian Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Desa oleh
Bupati Pontianak Cq. Kabag Pemdes dan Peruberdayaan Masvarakat Setda Kabupaten Pontianak .

Ulundanynan di Memeaw:?
pada tanggal .19....1.99..| 200k,
SEKRETARIS DAERAH BUPA/TEN PONTIANAK

BERITA DAERAH RABUPATEN PONTIANAK
[AHUN. 2006...NOMOR .21 ... SER!..P.....NOMOR 2.



